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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak merupakan "Seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak adalah aset dan sumber 

daya manusia untuk pembangunan nasional sehingga membutuhkan 

perlindungan dan pembinaan (Kartono, 2004 : 35). Sumber daya haruslah dijaga 

dan dilindungi oleh orang tua dari anak itu kecil sampai dewasa supaya masa 

depan bangsa dipenuhi. 

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Tujuan 

perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia dan sejahtera". 

Kekerasan yaitu salah satu persoalan yang banyak terjadi di Indonesia. 

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPPA) Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 2 mengartikan "kekerasan sebagai 

perbuatan yang melawan hukum, perbuatan dengan atau tanpa menggunakan 

sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, 

ataupun menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang". 



2 
 

Berdasarkan data dari CNN Indonesia “Berdasarkan pengumpulan data 

yang dimiliki oleh Kementerian PPPA kasus kekerasan terhadap anak pada 

tahun 2019 berjumlah 11.057 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kekerasan 

terhadap anak naik menjadi 11.279 kasus. Selama tahun 2021 kasus kekerasan 

terhadap anak sebanyak 12.566 kasus. Angka kekerasan tersebut meningkat 

sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021ʼʼ. 

Di Provinsi Sumatera Selatan, maraknya kasus kekerasan terhadap anak 

terus naik jumlah kasus untuk setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah kasus 

kekerasan terhadap anak yang diatasi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumatera Selatan bisa dilihat 

dari tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang ditangani UPTD 

PPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 

Jenis Kasus 2019 2020 2021 

Hak Asuh Anak - - 9 

Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 
10 3 2 

Kekerasan Fisik  3 11 9 

Pelecehan Seksual / 

Pemerkosaan 
7 10 38 

Anak Berhadapan 

dengan Hukum 
- 1 1 

TOTAL 20 25 59 

Sumber : Dokumen Laporan jumlah kasus per tahun  

UPTD PPA Prov. Sumatera Selatan 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap 

anak yang ditangani UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan meningkat terus-
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menerus dari tahun-tahun sebelumnya. Terlihat jelas dari tabel tersebut kasus 

pelecehan seksual atau pemerkosaan paling tinggi di tahun 2021 yaitu sebanyak 

38 anak, diikuti hak asuh anak sebanyak 9 anak, kekerasan dalam rumah tangga 

sebanyak 2 anak, kekerasan fisik sebanyak 9 anak, dan anak berhadapan dengan 

hukum sebanyak 1 anak. 

Selanjutnya kasus tertinggi kedua yang ditangani oleh UPTD PPA yakni 

pada tahun 2020 dengan kekerasan fisik sebanyak 11 kasus, serta kasus 

pelecehan seksual atau pemerkosaan sebanyak 10 kasus. Data tersebut belum 

termasuk keseluruhan jumlah  kasus kekerasan pada anak di Prov. Sumsel, 

masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan ke UPTD 

PPA saja, tidak termasuk data yang ditangani langsung oleh UPTD PPA 

Kab∕Kota. 

Dalam proses penanganan anak korban kekerasan, waktu yang dibutuhkan 

tergantung seberapa parah korban mengalami kekerasan ataupun kondisi psikis 

korban serta proses pengadilan yang berlangsung dalam menangani kasus 

tersebut. Selain itu, terjadinya lost contact dengan korban sehingga membuat 

penyelesaian kasus kekerasan menjadi terhambat karena memakan waktu yang 

lama. 

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi bahwa pemerintah mampu 

menyelesaikan permasalahan tersebut, dan peran yang dimainkan organisasi 

publik berdampak pada permasalahan yang muncul. Otoritas publik harus fokus 

pada keistimewaan anak dengan mengingat bahwa kasus yang terjadi pada anak 

sangat besar. 
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Dinas PPPA adalah instansi pemerintah atau organisasi publik yang 

memiliki misi melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang melibatkan 

perempuan dan anak. 

Menurut Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 di 

Provinsi Sumatera Selatan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak, satuan 

kerja dari perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak harus melaksanakan tugasnya. Aturan ini 

didasarkan pada Peraturan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 mengenai 

Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. 

Dinas PPPA Wilayah Sumsel sesuai dengan Peraturan Pimpinan DPRD 

Sumsel Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rancangan Hierarki, Susunan Tanggung 

Jawab, dan Unsur Unsur PPPA Dapil Sumsel merupakan komponen pelaksana 

urusan pemerintahan yang bersifat berada di bawah kekuasaan pemerintah 

daerah di bidang Pembinaan Pembinaan dan Pengamanan Anak yang tugasnya 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Pembinaan dan 

Pembinaan Pemuda. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud penjelasan diatas, 

DPPPA menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan Anak, Bidang Informasi 

dan Statistik Gender serta Anak, Bidang Perlindungan Wanita dan 

Anak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
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b. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan Anak, Bidang Informasi 

dan Statistik Gender serta Anak, Bidang Perlindungan Wanita dan 

Anak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

c. Pengkajian kebijakan pada Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan Anak, Bidang Informasi 

dan Statistik Gender serta Anak, Bidang Perlindungan Wanita dan 

Anak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pada Sekretariat, Bidang 

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Wanita, Bidang Perkembangan 

Anak, Bidang Informasi dan Statistik Gender serta Anak, Bidang 

Perlindungan Wanita dan Anak dan Anak dan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD). 

e. Pelaksanaan tugas pemerintahan lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah. 

Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan tugasnya 

memiliki kerja sama dengan lembaga lain seperti Lembaga Advokasi, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, dan UPTD PPA yang ikut membantu untuk memudahkan 

penanganan ataupun pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Namun, melihat kondisi kekerasan terhadap anak meningkat setiap 

tahunnya seperti yang diuraikan diatas, masih kurangnya peran Dinas PPPA 

Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Persoalan 

yang dihadapi oleh Dinas PPPA dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti : 
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belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan program perlindungan khusus anak. 

Hal tersebut dikarenakan belum bisa menjangkau daerah yang termasuk kategori 

golongan daerah 3 (tiga) T (Terbelakang, Terpencil, dan Tertinggal) serta 

permasalahan menjalankan ke daerah-daerah lokasi yang akan dilewati dalam 

menjalankan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di setiap masing-masing 

daerah. Selain itu, belum optimalnya pelaporan kasus kekerasan anak. Hal 

tersebut dikarenakan terhambatnya faktor psikologis keluarga karena masih 

dianggap tabu sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di 

masyarakat. Sehingga data yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Saifan Luthfi, dkk 

(2019) yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan 

Anak Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Majene. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas perlindungan 

terhadap anak korban kekerasan sudah berjalan secara memuaskan dengan 

memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan (Ismail et 

al.,2019). 

Peneliti berikutnya dilakukan oleh Atika Dwi Arianti dan Rr. Nanik 

Setyowati (2020) yang berjudul Peran Dinas PPKB dan PPA Dalam Menangani 

Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang. Hasil membuktikan bahwa 

Peran DPPPA dalam mencegah kekerasan seksual anak terlihat dari 

penyebarluasan informasi tentang kekerasan seksual kepada masyarakat, 

penyediaan layanan pengaduan, pendampingan kepada korban saat melaporkan 

kasus secara hukum dan dukungan psikologis bagi korban. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lalu Ulung Ilham dan Novia 

Suhastini (2018) dengan judul Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Mencegah Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

telah dipelajari. Data menunjukkan bahwa terdapat 68 kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak hingga bulan Juli 2017. Penyebabnya bervariasi, termasuk 

faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil. Meskipun demikian, masih terdapat 

beberapa masalah yang menghambat DPPPA untuk melaksanakan perannya 

secara efektif dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di 

Kota Mataram belum berjalan secara efektif. 

DPPPA sangat berguna untuk perlindungan anak, seperti meningkatkan 

pemahaman dan partisipasi komunitas dalam melindungi anak, membangun 

sistem dan jaringan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan 

kualitas laporan pengawasan perlindungan anak. Selain itu, juga harus 

memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dinas PPPA menerima 

berbagai laporan kasus kekerasan dari pihak kepolisian, kemudian pihak DPPPA 

memberikan pendampingan bagi korban kekerasan, melakukan proses 

pemulihan atau rehabilitasi jika diperlukan oleh korban agar dapat kembali aktif. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

mendalami tentang "Peran Serta Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Pada 

Anak di Provinsi Sumatera Selatan ". 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Serta Organisasi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindakan 

kekerasan terhadap anak-anak di Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Bermanfaat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu 

Administrasi Publik yang berkaitan dengan Peran Serta Organisasi 

Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Sumatera Selatan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bermanfaat dalam memberikan masukan dan kontribusi bagi para 

stakeholders, khususnya dalam tugas pokok dan fungsi dari Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan. 

b. Dapat memberikan dorongan berinovasi di kalangan instansi setempat 

dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan mereka. 
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